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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis saat ini memang penuh dengan persaingan yang bermacam-macam.
Tentunya berhubungan dengan konsumen selaku pemakai atau pengguna dari produk yang
dipasarkan oleh para penguasa dan pedagang. Oleh karena itu konsumen atau pengguna
produk tersebut memang harus diperhatikan agar tidak mengalami kerugian. Hukum
perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus karena berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat.*

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem
yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan

mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. 2

Aktualnya isu perlindungan konsumen tersebut bukanlah semata karena seringnya isu
perlindungan konsumen dijadikan alat politik demi untuk memenuhi kehendak ekonomi
negara-negara besar dalam perdagangan internasional, tetapi disebabkan karena meningkatnya
kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan pemajuan kepentingan kemanusiaan sebagai

akibat dari transaksi jual beli barang

dan jasa. Isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitannya

dengan dunia usaha yang mengglobal. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.3
2Ketentuan Umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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konsideran Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dalam
pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat
globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar.
Selanjutnya, dalam butir (d) ditegaskan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku

usaha yang bertanggung jawab.3

Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer, secara harfiah arti kata
consumer adalah ( lawan dari produsen ) setiap orang yang menggunakan barang.* Begitu
pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai atau
konsumen.> Konsumen perlu mendapat perlindungan karena konsumen memiliki risiko yang

lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan.

3Adery P. Winter, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi Di
Indonesia”, Volume XXI No 4 April — Juni 2013, him. 52

4A.S. Hornby,Gen. Ed., Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford University Press, 1987),
him. 183.

5Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1995), him.124
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Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk

dilanggar.®

Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan

preventif dan perlindungan represif, berikut penjelasannya’ :

1. Perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada
saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu
barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau
sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk
membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi
tertentu dan merek tertentu tersebut.

2. Perlindungan represif yaitu perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya perlindungan ini digunakan
setelah adanya keputusan pemerintah yang dikeluarkan apabila menimbulkan
sengketa atau membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian ini dilakukn di Pengadilan

Umum atapun Pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang ada.

Secara harfiah, telekomunikasi berasal dari kata tele yang berarti jauh dan komunikasi
yang berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga
dapat dipahami. Adapun arti kata telekomunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah :

“Komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegrap,telepon) dan radio.””®

5Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusamedia, 2010), him.1
"NOTARIS SIDOARIJO,”Perlindungan Konsumen ” http://notaris-sidoarjo.com/2012/11/perlindungan-konsumen.html
(diakses pada 1 Februari 2019, pukul 12.00)
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Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi memberikan pengertian

tentang telekomunikasi sebagai berikut:

“Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau

sistem elektromagnetik lainnya.”

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam
sesuai dengan harkatnya makin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh makin banyaknya
kebutuhan yang harus dipenuhi. Munculah berbagai macam produk -elektronik yang
memudahkan masyarakat, salah satunya ialah alat komunikasi seperti telepon selular atau
biasa kita sebut dengan Handphone. Handphone merupakan salah satu kebutuhan yang
penting bagi masyarakat saat ini dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sebab
Handphone yang dalam kegunaannya merupakan alat komunikasi yang praktis dan relatif
mudah untuk dibawa kemana-mana dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya. Melalui
Handphone banyak orang yang dapat tersambung langsung dengan teman dan keluarga yang
tinggalnya jauh dari kita. Handphone adalah suatu jaringan komunikasi digital yang sampai
saat ini telah menghubungkan ribuan orang bahkan jutaan orang di seluruh negara di dunia.
Untuk pengoperasian Handphone tersebut dibutuhkan sebuah kartu dari operator selular atau
Provider selular tertentu yang dengan kata lain disebut simcardatau kartu sim. Hal inilah yang
menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan produknya dan hal ini juga

dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mencari keuntungannya sendiri.

8Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III”. Jakarta: PN Balai
Pustaka. Hal 1161
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Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik
untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik(electroniccommerce) telah menjadi
bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini, menunjukkan bahwa
konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika ( telematika ) berkembang
terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang

teknologi informasi, media, dan komunikasi®

Perlindungan konsumen telekomunikasi harus mendapat perhatian yang lebih serius dari
pemerintah supaya konsumen benar-benar memperoleh perlindungannya secara jelas dan
mendapat haknya dengan pasti. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap kepercayaan
konsumen terhadap Provider- Provider yang ada supaya kepercayaan konsumen terhadap

Provider selular ini tidak menjadi berkurang.

Sejak berdiri pada tanggal 26 Mei 1995, Telkomsel secara konsisten melayani negeri,
menghadirkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang
sampai Merauke. Saat ini Telkomsel adalah operator selular terbesar di Indonesia dengan 178
juta pelanggan dan untuk melayani pelanggannya yang tersebar di seluruh Indonesia,
termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar serta daerah perbatasan negara, Telkomsel
menggelar lebih dari 146 ribu BTS. Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan
teknologi seluler terkini dan menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan

mobile 4G LTE di Indonesia.

Memasuki era digital, Telkomsel terus mengembangkan bisnis digital, diantaranya

Digital Advertising, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, dan Internet of Things.

9Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari, ( Jakarta: Rineka Cipta,
2009)h.44
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Untuk melayani kebutuhan pelanggan, Telkomsel menggelar call center 24 jam dan layanan
GraPARI yang tersebar di seluruh Indonesia.Untuk memberikan layanan yang prima kepada
masyarakat di dalam menikmati gaya hidup digital (digital lifestyle), Telkomsel turut
membangun ekosistem digital di tanah air melalui berbagai upaya pengembangan DNA
(Device, Network dan Applications), yang diharapkan akan mempercepat terbentuknya
masyarakat digital Indonesia. Selain itu Telkomsel juga aktif mendorong generasi muda untuk
secara positif menggunakan teknologi. Telkomsel akan selalu hadir untuk menginspirasi
masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terdepan, produk dan layanan yang kompetitif,
serta solusi inovatif. Hal ini akan mengantarkan Indonesia menuju perekonomian masyarakat
berbasis broadband sesuai roadmap teknologi selular. Kecintaan pada negeri mendorong
Telkomsel untuk terus berkreasi menghadirkan layanan telekomunikasi terbaik bagi

masyarakat Indonesia.*

Seperti yang kita ketahui jika kita sedang menelepon orang lain maka kita akan di
kenakan biaya telepon normal, dalam menelepon pastinya kita tidak dapat langsung mengarah
ke topik pembicaraan, yang pastinya kita mengucap salam dan kabar paling sedikit. Tetapi
saat mengucap salam dan menanyakan kabar saja kita akan terkena pulsa yang standar/sama
dengan tanpa paket, itu sama dengan bicara dengan harga normal, sedangkan kalau berbicara

normal di kartu telkomsel akan mengeluarkan biaya mahal.*

Jika 5 menit maka akan di kenakan biaya 4800 pulsa, nah itu kalau 1 menit itu
perhitungannya 5000 di bagi 5 ya jadinya 1000, pastinya kalau terus-terusan seperti itu akan

memakan biaya yang sangat besar, apalagi kalau kita sering lupa dengan waktu saat

10Admin,”Sejarah  Telkomsel”,https://www.telkomsel.com/about-us/our-story/our-history  (diakses 25 Februari
2019,pukul 12.17 WIB).

11Admin,”PaketTelkomsel ”, https://pakettelkomselmurah.com/2016/12/apa-itu-tm-telkomsel-bagaimana-cara-buat-
paket-tm-telkomsel-dan-berapa-harga-tm-telkomsel.html ( diakses 21 Februari 2019,pukul 13.50 WIB).
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bertelepon. TM/ Talk Mania adalah solusi bagi anda yang suka bertelepon dan ingin mengirit
karena dengan TM ini anda bisa bertelepon selama 1,4 jam/100 menit hanya dengan harga

1200 saja, sungguh murah sekali bukan.Berikut cara mendaftar paket Talkmania :

1. TM SUPER biasanya bagus di gunakan pada nomor Telkomsel lama seperti 0812
karena akan mendapatkan biaya yang murah dengan waktu yang lumayan banyak.

Ketik TMSUPER lalu kirim ke 8999 atau ke *999# per setengah hari biaya 1000

2. TM JUMBO adalah paket yang harus mengeluarkan biaya yang besar dan waktu
batasnya juga terbilang besar yaitu hingga 1 minggu dengan biaya 12.500. Ketik
TM JUMBO lalu kirim ke 8999 atau ke *999# per 1 minggu 12.500

3. TM ON adalah paket nelpon yang bisa anda gunakan ketika waktu pembuatan
paket nelpon TM SUPER sedang bermasalah atau sedang habis masa waktunya
atau bahasa lainnya adalah terdesak. Ketik TM ON lalu kirim ke 8999 atau

ke *999# biaya

Perkembangan teknologi yang pesat, telah menghasilkan berbagai macam sarana
telekomunikasi. Kondisi pada saat ini dapat menguntungkan konsumen dikarenakan pada
masa ini konsumen membutuhkan sarana telekomunikasi yang cepat dan dapat diandalkan,
tetapi banyaknya produsen penyedia jasa layanan telekomunikasi yang melakukan kecurangan
sehingga konsumen dapat dirugikan dari segi materi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa
produsen memiliki tingkatan lebih tinggi dari konsumen, berhubungan dengan itu negara
sendiri memiliki fungsi untuk menjaga atau menjadi pihak ketiga antara pelaku usaha dan

konsumen.
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Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program “Talkmania” dengan tetap
menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang
warga di kota Medan, Mulyadi (37) mengatakan bahwa dalam iklannya Telkomsel
menjanjikan gratis menelepon ke sesama produk operator selular itu selama 5.400 detik (90

menit).1?

Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3 ribu rupiah setelah
mendaftar melalui SMS “TM ON” yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dulu. Namun,
pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan
pernyataan maaf disebabkan sistem di operator selular tersebut sedang sibuk serta disuruh
mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi, dan apabila terus dicoba tetap juga gagal,

sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya.®

Warga Kota Medan lainnya, Ulung (34) mengatakan bahwa penggunaan layanan
Talkmania yang diiklankan Telkomsel itu seperti “berjudi”. Dia mengatakan kadang-kadang

berhasil, kadang-kadang gagal, namun pulsa tetap ditarik.**

Dalam kasus ini Telkomsel secara jelas melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian
bagi beberapa konsumen dan membuat rasa ketidaknyamanan bagi para konsumennya.
Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, hak konsumen adalah :

(1) “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa”.

2Admin, “Kasus Pelanggaran‘“https://reszajulianisha.wordpress.com/2017/06/18/contoh-kasus-pelanggaran-atas-
perlindungan-konsumen/ Diakses pada tanggal 3 Maret 2019 Pukul 12.43 WIB

B]bid

141pbid
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(3) “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa”.

Telkomsel melanggar pasal tersebut karena membuat konsumen menjadi tidak nyaman
atas fasilitas yang diberikan. Telkomsel juga tidak memberi informasi yang benar dan jelas
atas fasilitas yang diberikan sehingga merugikan kopnsumen. Pasal tersebut mengacu pula

pada Pasal berikutnya tentang kewajiban pelaku usaha yaitu :

Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

(2) “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan”

Dan seharusnya yang dilakukan Telkomsel dari sebab akibat atas melanggar pasal diatas

yaitu ada pada pasal berikutnya yaitu :

Pasal 19

(1) “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan”

(2) “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”

(3) “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi”.
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Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha berdasarkan undang-
undang telah melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen sehingga berdasarkan latar

belakang tersebut Penulis menulis judul proposal skripsi :

“TANGGUNG JAWAB PROVIDER TELKOMSEL TERHADAP KASUS PAKET
TALKMANIA (TM) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Provider Telkomsel terhadap kasus paket Talkmania (

TM) ditinjau Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Bagaimana mekanisme ganti rugi akibat yang ditimbulkan atas kasus tersebut antara

konsumen dengan Provider seluler ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai sasaran yang hendak
dicapai dan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang

ingin dicapai penulis melalui penelitian adalah :

1.  Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab dari pihak jasa

telekomunikasi apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen.

2. Untuk mengetahui mekanisme ganti rugi akibat yang ditimbulkan yang

menyebabkan kerugian bagi konsumen
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D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun

manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis Berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum
Perdata pada masalah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesalahan infomasi yang
merugikan konsumen.Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap
sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam
meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.Untuk
menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang hukum perdata terkait
dengan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kesalahan Informasi yang

merugikan bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan
dalam bidang hukum bagi pelaku usaha jasa penyedia layanan paket telepon dan

konsumen.

Bagi pelaku usaha penyedia layanan paket telepon, hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi positif bagi jasa yang akan di jual agar jasa yang akan
dijual tersebut untuk kedepannya lebih meningkatkan pelayanan call center. Bagi
masyarakat, hasil penelitian ini menjadi pelajaran agar dapat berhati-hati dalam

memilih suatu jasa yang akan di gunakan, dan memilih jasa yang berkualitas.
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E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata
mengenai Tanggung JawabProvider Telkomsel Terhadap Kasus Paket TM ( Talkmania ) Di
Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai
skripsi ini penulis hanya membahas tentang tanggung jawab hukum Provider TELKOMSEL
atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan konsumen.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai
masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini

diantaranya:

1.  Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu

liability dan responsibility.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter
risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua
karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan,
biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat pula

berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan

24



orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggung jawab liability dapat diartikan

kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.®

Sedangkan responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga
kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Tanggung jawab
responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-
apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan

pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.®

Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat
kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk

pada pertanggungjawaban politik.?’

Menurut Peter Salim pengertian tanggung jawab dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu:*®

a. Tanggung jawab dalam arti accountability;
b. Tanggung jawab dalam arti responsibility;

c. Tanggung jawab dalam arti liability

2.  Teori Ganti Rugi

15Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). him.335-337.

16]bid

71bid.

18K, Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU Rl No. 1 Tahun 2009, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), him.217.
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Pengertian kerugian menurut R. Setiawan adalah kerugian nyata yang terjadi karena

wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan ddengan membandingkan keadaan

kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.*®

Dalam pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan : “biaya, rugi dan bunga yang oleh si
berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang
telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmati, dengan tak mengurangi
pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Abdulkadir Muhammad dari pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik

unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai berikut :

a)

b)

Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos
cetak, biaya materai, biaya iklan.

Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat
kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah yang sungguh-sungguh
diderita, misalnya busuknya buah-buah karena keterlambatan penyerahan,
ambruknya sebuah krumah karena salah konstruksi.

Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest) Karena debitur lalai, kreditur
kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya A menerima beras sekian
ton dengan harga pembelian Rp. 250,00 per kg. Sebelum beras diterima, kemudian
A menawarkan lagi kepada C dengan harga Rp. 275,00 per kg. Setelah perjanjian
dibuat, ternyata beras yang diharapkan diterima pada waktunya tidak dikirim oleh

penjualnya. Disini A kehilangan keuntungan yang diharapkan Rp.25,00 per kg.%

1R, Septiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1977), him.17.
20 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), him.41.
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G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk
mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan,
suatu pengetahuan  tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.*

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, yaitupenelitian
hukum yang didukung oleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak PT
TELKOMSEL. Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau
fenomena sosial secara detail. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penelitian dengan
desain penelitian yang terumuskan secara baik yang ditujukan untuk mendeskripsikan
sesuatu  secara  jelas.  Penelitian  deskriptif  biasanya  berfokus  pada
pertanyaan”bagaimana(how)” dan “siapa(who)”’(Bagaimana fenomena tersebut terjadi?

Siapa yang terlibat didalamnya?).

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)
Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

di teliti®?;

21Admin, 2 Maret 2013, “Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli”
http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menuru.html , diakses pada 27 September 2018 him.1
22peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum:Edisi revisi”. Jakarta, Prenada Media, 2011, him. 93
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)
Pendekatan Kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu
yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap?3.

Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data-data  yang diperolen dari hasil penelitian
kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan data-data yang meliputi data
primer, dan data sekunder.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah
mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder®. Lebih
lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara
preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan
menjadi data-data primer dan data-data sekunder. Data primer merupakan data yang
bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Data-data primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud data sekunder adalah semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

. Data Primer

23|bid, him. 94
2 Abdul Kadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, him. 122.
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Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan
melakukan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara dengan M. Arne Zarkasih,
Customer Service Telkomsel Cabang Palembang Square.

B. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka yaitu :
a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945).

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum
primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti
peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-
lain bahan sekunder yang berhubungan.

c. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia,

dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.%»

4. Lokasi Penelitian

2Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, him.52.
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Kegiatan penelitian skrispsi ini akan dilakukan di PT. Telekomunikasi Selular
(TELKOMSEL) Regional Sumbagsel yang bertempat dan berkedudukan di Gedung MDP Lt

5, Jalan Jenderal Sudirman KM 4 (Simpang POLDA) Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan / Field Research
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan
data dengan cara mewawancarai M. Arne Zarkasih, Customer Service Telkomsel
Cabang Palembang Square.
b. Studi Pustaka / Library Research
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan
hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
Disamping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang
yang berlaku.
6. Teknik Pengolahan Data
Data Primer, data sekunder yang diperoleh penulis dari studi lapangan dan studi
kepustakaan tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis dan diolah dengan cara
mengklasifikan data-data yang ada tersebut sesuai dengan sub nya masing-masing,
adapun data-data tersebut dilakukan validasi terlebih dahulu sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis.
Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada

konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan
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jawaban atas pokok permasalahan hukum melalui beberapa tahap. Pertama,
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan dengan pokok
permasalahan hukum. Kedua, pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan
hukum. Ketiga, telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan data yang
telah dikumpulkan.Keempat, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi
dengan menjawab permasalahan hukum. Kelima, mengajukan preskripsi berdasarkan

argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.?

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara
berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik

kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.?”

%]bid., him.141.
27Surakhmad Winarmo, Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Iimiah Dasar Metode Tekhnik.
Bandung: Tarsio, 1994. HIm. 17.
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